KONSEP DASAR DAN  

KHARAKTERISTIK  LINGKUNGAN 

SEKTOR  PUBLIK
1.  P e n d a h u l u a n

a. Pengantar

         Sebelum era Reformasi,  peran Akuntansi Sektor Publik di Indonesia dinilai kurang berkembang. Akibatnya sektor publik menjadi kurang efisien dan jauh tertinggal dari sektor privat (swasta). Setelah era reformasi tuntutan peningkatan kinerja sektor publik semakin berorientasi pada terciptanya ”good public and corporate governance”, karena sektor publik memiliki peran strategis dalam perwujudannya.  Pada bahan ajar ini, terdapat tiga pokok bahasan yang fital, yaitu meliputi: (1) Public Sector Accounting Management, (2) Public Sector Financial Accounting dan (3) Public Sector Audit.  
Kompetensi dasar :

Mahasiswa /i dapat memahami  dan menjelaskan Konsep dasar dan karakteristik lingkungan  dalam organisasi sector publik
     b.   Indikator Hasil Belajar
          Setelah mempelajari  materi ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan secara detail tentang masalah-masalah berikut ini. 

1)  Memahami konsep dasar Sektor Publik dan Akuntansi Sektor Publik,                   

2)  Memahami dan menjelaskan tentang Kharakteristik Akuntansi Sektor Publik,                      

3)  Memahami Perbedaan dan Persamaan Sektor Publik dan Sektor Privat/Swasta,

4)  Memahami  Tujuan  Akuntansi Sektor Publik,                

5)  Memahami Perkembangan Akuntansi Sektor Publik,                 

6)  Mampu memberikan ringkasan dan rangkuman secara rinci dari seluruh pokok bahasan pada bab ini,

7) Mampu mnyelesaikan soal dan kasus yang berkaitan dengan Kharakteristik Akuntansi Sector Publik.

c. Materi 
1)   Pengertian  Sektor Publik dan Lingkup  Sektor Publik

2) Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor public

3) Value Of Money

4) Perbedaan dan Persamaan  Organisasi Sektor Publik dengan Perusahaan:

5) Tujuan Akuntansi Sektor Publik

6) Sejarah Organisasi Sektor Publik

7) Akuntabilitas Publik

8) Privatisasi

9) Good Governance

10) Otonomi Daerah

11) Reinventing Government
     2)   Kharakteristik Akuntansi Sektor Publik,

     3)   Perbedaan dan Persamaan Sektor Publik dan Swasta,

     4)   Tujuan Akuntansi Sektor Publik,

     5)   Perkembangan Akuntansi Sektor Publik,

     d.   Metode Pembelajaran

    1)  Metode ceramah ;

    2)  Metode diskusi,

    3)  Studi kasus dan pembahasan,

2. Materi 
a. Pengertian Sektor Publik

Pengertian Sektor Publik sangat luas karena masing-masing disiplin ilmu mempunyai definisi sendiri. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik sering didefinisikan sebagai “suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik”. Sektor Publik disebut bidang yang membicarakan metode manajemen negar. Dalam arti sempit diartikan sebagai pungutan Negara. Sektor publik diartikan dari berbagai disiplin ilmu (Kaufman) ( administrasi, politik, sosiologi, hukum, ekonomi dan akuntansi. Sektor publik = organisasi yang menggunakan dana masyarakat. Kesimpulanya Pengertian Sektor Publik sangat luas karena masing-masing disiplin ilmu mempunyai definisi sendiri.

Ciri-ciri Organisasi Sektor Publik

· Dijalankan tidak untuk mencari keuntungan financial

· Dimiliki secara kolektif oleh publik

· Kepemilikan atas sumber daya tidak digambarkan dalam bentuk saham yang dapat diperjualbelikan

· Keputusan-keputusan yang terkait dengan kebijakan maupun operasi didasarkan pada konsensus, kalau organisasi pemerintah melalui suatu badan legislative.
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b.Pengertian akuntansi sektor publik & Lingkup Sektor Publik
· Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik.

· Domain publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. 

· Keluasan wilayah publik tidak hanya disebabkan luasnya jenis dan bentuk organisasi yang berada di dalamnya, akan tetapi juga karena kompleksnya lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut.

· Mekanisme  teknik dan analisis yg diterapkan  pada pengelolaan  dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan  sosial maupun  proyek-proyek kerjasama sektor publik serta swasta

Lingkup Organisasi Sektor Publik

· Akuntansi merupakan suatu aktivitas yang memiliki tujuan untuk mencapai hasil tertentu dan hasil tersebut harus memiliki manfaat.

· Bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks dan variatif

· Sektor publik menyerap banyak tenaga kerja

· Faktor Lingkungan yang mempengaruhi:

· Faktor Ekonomi

· Faktor Politik

· Faktor Kultural

· Faktor Demografi

c.Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik meliputi:

· Faktor ekonomi meliputi antara lain : 

·  Pertumbuhan ekonomi

·  Tingkat inflasi

·  Tenaga kerja

·  Nilai tukar mata uang

·  Infrastruktur

·  Pertumbuhan pendapatan per kapita (GNP/GDP)


Faktor politik meliputi antara lain :


·  Hubungan negara dan masyarakat

·  Legitimasi pemerintah

·  Tipe rezim yang berkuasa

·  Ideologi negara

·  Elit politik dan massa

·  Jaringan Internasional

·  Kelembagaan
Faktor kultural meliputi antara lain :

· Keragaman suku, ras, agama, bahasa dan budaya

·  Sistem nilai di masyarakat

·  Historis

·  Sosiologi masyarakat

·  Karakteristik masyarakat

·  Tingkat pendidikan


Faktor demografi meliputi antara lain :


· Pertumbuhan penduduk

·  Struktur usia penduduk

·  Migrasi

·  Tingkat kesehatan

d.Value Of Money
· Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan value of money dalam menjalankan aktivitasnya, dimana value of money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada 3 elemen utama, yaitu :

1. Ekonomi : pemerolehan input dengan kualitas tertentu pada harga yang terendah.

2. Efisiensi : pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu.

3. Efektivitas : tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan atau perbandingan outcome dengan ouput

e.Perbedaan dan Persamaan  Organisasi Sektor Publik dengan Perusahaan:
	Perbedaan
	Sektor Publik
	Sektor Swasta

	Tujuan Organisasi
	Non profit motive
	Profit motive,

	Sumber pendanaan
	Pajak, retribusi, utang, obligasi pemerintah, laba BUMN/BUMD, SUN dsb
	Pembiayaan internal : 

Equity, retained earning,

Pemb. Eksternal :

Utang bank, obligasi dan penerbitan sekuritas.

	Pertanggung-jawaban
	Kepada masyarakat (publik) dan parlemen (DPR/DPRD)
	Kepada pemegang saham dan kreditor,

	Struktur Organisasi
	Birokratis, kaku dan hierarkhis.
	Flexible : piramid, fungsional atau datar.

	Kharakteristik Anggaran
	Terbuka untuk publik
	Tertutup untuk publik

	Sistem Akuntansi
	Cash Accounting
	Accrual Accounting


	Perbedaan
	Sektor Publik
	Sektor Swasta

	Stakeholder Eksternal :


	· masyarakat pengguna jasa public

· masyarakat pembayar pajak,

· perus./organ social ekonomi yg menggunakan pelayanan public,

· bank sbg kreditor peme-rintah,

· badan-badan internasional, seperti IMF, ADB, PBB dsb.
· Investor asing, dll.


	Stakeholder ekternal :

· Bank sbg kreditor,

· Serikat buruh,

· Pemerintah,

· Supplier,

· Distributor,

· Customer,Masyarakat
· Pasar modal, dll.

	Stakeholder Internal :


	· Lembaga negara (misal : Kabinet, MPR, DPR/DPRD,

· Kelompok politik,

· Manajer publik (gubernur, bupati, dir. BUMN/BUMD)

· Pegawai pemerintah

· 
	· Manajemen,

· Karyawan, dan

Pemegang saham.


Persamaan Sektor Publik dan Sektor Swasta


· Kedua sektor merupakan bagian integral dari sistem ekonomi di suatu negara dan menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi

· Keduanya menghadapi masalah yang sama yaitu kelangkaan sumber daya, sehingga dituntut untuk menggunakan sumber daya organisasi secara ekonomis, efisiensi dan efektif

· Proses pengendalian manajemen termasuk manajemen keuangan pada dasarnya sama di kedua sektor. Sama-sama membutuhkan informasi yang handal dan relevan.

· Kedua sektor terikat pada peraturan perundangan dan ketentuan hukum lain yang diisyaratkan

f.   Tujuan Akuntansi Sektor Publik

    American Accounting Association (1970) dalam Glynn (1993) menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik adalah untuk :

· Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisiensi dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (management control).

· Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggungjawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntanbilitas (Accountability) 

3 masalah pokok  Akuntansi Sektor Publik

1. Penyediaan informasi,
2. pengendalian manajemen, dan
3. Akuntabilitas.
Informasi akuntansi sektor publik digunakan untuk :

· pemilihan program dan penilaian investasi,

· penentuan indikator kinerja sektor publik,

· pembuatan laporan keuangan, yg merupakan bagian penting dari proses akuntabilitas publik 

g. Sejarah Organisasi Sektor Publik

· Organisasi sektor publik telah dimulai sejak ribuan tahun lalu (Vernon Kam 89)

· Praktik tersebut dihasilkan dari interaksi antar warga.

· Organisasi sektor publik diklasifikasikan dalam :

· Semangat kapitalisme (capitalism spirit)

· Peristiwa politik dan ekonomi (economic and politic events)

· Inovasi teknologi (technology innovation)

Sejarah Organisasi Sektor Publik di Mesir
· Organisasi kementrian didirikan untuk mengadministrasikan laporan untuk perdana menteri

· Menteri membuat laporan bulanan terkait dengan hasil pemungutan pajak.

· Distrik menyimpan catatan kekayaan sebagai dasar pemungutan pajak.

· Babilonia

· Praktik pencatatan telah dilakukan dalam berbagai kegiatan untuk menghasilkan pendapatan dan produksi

Sejarah Organisasi Sektor PublikYunani
· Pemerintah membagi secara adil sumber pendapatan yang diterima oleh Phartenon

· Telah mengembangkan berbagai metode pencatatan barang yang berharga.

· Praktik akuntansi digunakan untuk mendukung mekanisme pajak

· Pencatatan transaksi di Genoa ( transaksi keuangan antar pemerintah yang berkuasa dan rakyat
· Gereja
· Administrasi keuangan gereja telah dilakukan dengan rapi

· Islam

· Pencatatan kekayaan mendukung penghitungan zakat pada zaman pemerintahan khalifah

· Baitul mal sebagai bendahara / keuangan negara telah memiliki pencatatan yang rapi.

Sejarah Organisasi Sektor Publik di Inggris (Abad 15)
· Pemerintah berusaha melakukan mengatur semua pertahanan.

· Pelaporan keuangan dirinci lebih rinci ( tenaga kerja, metode produksi, tipe dan kualitas barang, harga penjualan dan metode pemasaran

Sejarah Organisasi Sektor Publik

· Abad 18 ( Perubahan mendasar

· Inisiatif individu lebih dihargai dan diberi peluang seluas-luasnya

· Revoluasi industri

· Pengembangan akuntansi keuangan dan manajemen di perusahaan lebih dipicu oleh perkembangan praktik akuntansi sektor publik.

Sejarah Organisasi Sektor Publik Abad 19-20
· Mulai menyamakan akuntansi sektor publik sebagai proses pencatatan pajak yang dipungut oleh pemerintah.

· Pejabat publik sebagai penanggungjawab pengumpulan pajak dan pembelanjaannya.

· Dimulainya praktik audit atas dana pemerintah

· Namun pejabat pemerintah yang mengaudit juga memiliki tanggung jawab administrasi lain.

Perkembangan Akuntansi Sektor Publik

1952 (  Istilah sektor publik, diperkenalkan.



Sering dikaitkan dengan bagian 

manajemen ekonomi makro

1970 (  Kritikan thd sektor publik, tidak



efisien dan tidak mendukung 
pembangunan

1980 (
Reformasi Sektor Publik di 
Negara Industri. Basis kas ke Basis 
Akrual.

Perkembangan Akuntansi Sektor Publik
Aspek Filosofi

· Filosofi sektor publik bisa didasarkan pada market concept, individualism, performance orientation, kompensasi dll.

· Perbedaan filosofi akan mempengaruhi kebijakan publik

· Misal :

· orientasi sentralisasi ke arah desentrasiliasi

· Market mekanism dan social mechanism

· Birokrasi dan penghargaan konsumen

· Perubahan akuntansi dari BASIS KAS menjadi akuntansi BERBASIS AKRUAL merupakan bagian penting dari proses reformasi sektor publik di negara-negara Anglo-Saxon 

· Tujuan memperkenalkan sistem akuntansi akrual adalah untuk mambantu meningkatkan transparansi dan memperbaiki efisiensi dan efektifitas sektor publik
· Kemudian Akuntansi Sektor Publik berkembang pesat sejak dua dasawarsa terakhir, yaitu munculnya ”Akuntabilitas publik”, value of money, privatisasi dan GPG (good public governance).otonomi daerah

h.Akuntabilitas Publik

Adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi taggungjawabnya kepada pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertaggungjawaban tersebut.  Akuntabilitas publik terdiri atas 2 macam, yaitu :
1. Akuntabilitas vertikal

2. Akuntabilitas Horisontal

Vertical Accountability 
· pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi,  misal  :a)  unit kerja daerah kepada pemerintah daerah, b)  pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, c)  pemerintah pusat kepada MPR, dsb.

Horizontal Accountability 
· adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Ellwood  (1993) menjelaskan bahwa ada 4 dimensi akuntabilitas 

· akuntabilitas kejujuran dan akuntablitas hukum (probity & legality)

·  akuntabilitas proses  (process accountability),

·  akuntablitas program (program accountability), dan
·  akuntabilitas kebijakan (policy accountability).

· Akuntabilitas kejujuran terkait adanya penyalah-gunaan jabatan  (abuse of power),  sedangkan  legality accountability adalah kepatuhan thd. Hukum dan peraturan yg disyaratkan.

·  Process accountability   terkait adanya prosedur yg digunakan dlm melaksanakan  cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, SIM dan prosedur administratif.

·   Program accountability  terkait dengan  pertanggungjawaban yg terkait dg pertimbangan, apakah tujuan yg ditetapkan dpt dicapai  atau  tidak,  dan apakah output telah maksimal atau tidak.

·  Policy accountability   terkait adanya pertanggungjawaban pemerintah baik pusat maupun daerah terhadap DPR/DPRD maupun masyarakat luas 

i. Privatisasi 

· Privatisasi adalah merupakan salah satu upaya mereformasi perusahaan publik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan publik

·  Perusahaan publik banyak dituding melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, inefisiensi dan pemborosan.  Hal ini disebabkan oleh:

 a)  intervensi politik,

 b)  sentralisasi,

c)  rent seeking behaviour,
 d) manajemen yg buruk.
 Oleh karena itu  BUMN / BUMD  menghadapi tekanan (pressure) tuntutan berikut : 

· regulation & political pressure  (memberikan bag laba ke pemerintah),

·  social pressure  (tekanan masyarakat untuk menghasilkan produk kualitas dan harga yg murah)

· rent seeking behaviour  (berhadapan dg orang-orang yg ingin melakukan KKN ),

·  economic & efficiency  (dituntut untuk efisiensi agar menjadi entitas bisnis yg ekonomis dan profesional). 

Upaya untuk efisiensi antara lain “Strategic cost management” dengan melakukan 

· restrukturisasi organisasi,

· privatisasi,

· rightsizing (downsizing), serta

· rekrutmen SDM.
·    Privatisasi adalah pelibatan modal swasta dalam struktur modal perusahaan Publik, shg kinerja finansial dapat dipengaruhi secara langsung oleh investor melalui mekanime pasar uang.

· Turner & Hulme, 1997,  menyatakan selama 1988 s/d 1993 terdapat lebih dari 2700 perushaan dari 60 negara berkembang dialihkan ke Swasta untuk meningkatkan pendapatan negara.

j. Good Governance 

· diartikan sebagai cara kelola urusan publik.

· World Bank, mendefinisikan :  sebagai  ”the way state power is used in managing economic and social resources for development of society”.  
· United Nation Development Program (UNDP), mendefinisikan: akuntabilitas public sebagai “the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s  affair at all levels”.
·  Dalam hal ini World Bank lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumberdaya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat ;

· Sedangkan UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi dan administrative dalam pengelolaan Negara.

Karakteristik ”Good Governance” menurut UNDP, 
· Participation,

· Rule of low,

· Transparency,

· Responsiveness,

· Consensus orientation,

· Equity,

· Efficiency and effectiveness,

· Accountability,

· Strategic vision.
· Dari 9 kharakteristik tersebut, sekurangnya ada tiga hal yang dapat diperankan oleh akuntansi sektor publik,  yaitu :

· penciptaan transparansi, 

·  akuntabilitas publik,
·  value of money  (economy, efficiency and effectiveness 

Untuk mewujudkan Good Governance diperlukan 

· Reformasi sistim anggaran  (budgeting reform),
· Reformasi sistim akuntansi  (accounting reform),
· Reformasi sistim pemeriksaan (audit reform), dan

· Reformasi system Manajemen Keuangan Daerah (financial management reform).
k. Otonomi Daerah

· dilakukan melalui desentralisasi yang menghasilkan 2 manfaat : mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan krativitas masyarakat dalam pembangunan serta mendorong pemerataan hasilbnya.

· Memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap.

· Penggunaan single entry dan cash basis dalam sistem akuntansi yang selama ini digunakan tidak memungkinkan disusunnya laporan keuangan daerah yang akuntabel 

· Perlu adanya standar akuntansi keuangan yang mengatur sistem, prosedur dan mekanisme pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat dihasilkan laporan pertanggungjawaban yang akuntabel, transparan dan dapat diperbandingkan karena menggunakan dasar yang sama 

· Laporan keuangan sebagaimana disebut di atas memungkinkan untuk digunakan sebagai dasar penilaian kinerja pemerintah 

· Karena adanya hubungan yang erat dalam hal kewenangan, fungsi, keterkaitan program dan anggaran antara pemerintah pusat dengan darah, maka strategi pengembangan akuntansi pemerintah pusat dan daerah harus dilakukan secara terintegrasi dan mencerminkan keadilan
l.Reinventing Government 

Ide reinventing government lahir di Amerika Serikat pada saat pemerintahaan berada dalam kesulitan besar. Kemudian muncul ide untuk menata ulang pemerintahan yang merupakan hal yang sangat berani, pada akhir awal abad ke 20, kira-kira tahun 1900 sampai dengan tahun 1940 yang diprakarsai oleh Presiden D.Roosevelt.
10 prinsip sederhana yang terstruktur sebagai berikut : 
1. Pemerintahan Katalis : 

Kata pemerintahan (government) berasal dari sebuah kata Yunani yang berarti “mengarahkan.” Tugas pemerintah adalah mengarahkan, bukan mengayuh perahu. Memberi Pelayanan adalah mengayuh, dan pemerintah tidaklah pandai mengayuh.Dimana upaya pemerintah dalam mengarahkan membutuhkan orang yang mampu melihat seluruh visi dan kemungkinan serta mampu menyimbangi berbagai tuntutan yang saling bersaing untuk mendapatkan sumber daya. Upaya mengayuh membutuhkan orang yang secara sungguh-sungguh memfokuskan pada suatu misi dan melakukannnya dengan baik.


2. Pemerintahan milik masyarakat : 

Pemerintah merupakan milik dari pada masyarakat artinya memberikan wewenang ketimbang melayani. Dalam pencapaian semua program pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang direncanakan, maka semua program tersebut harus dimiliki oleh masyarakat. Sehingga bagi masyarakat akan timbul  rasa memiliki akan program dimaksud.

3. Pemerintahan yang kompetitif : menyuntikan persaingan ke dalam pemberian pelayanan 

Dalam pemberian peningkatan mutu pelayanan yang diberikan kepada  masyarakat,   maka harus dilahirkan kompetisi dalam pemberian layanan tersebut. Sebab dalam pemberian kegiatan pelayanan bukan hanya monopoli pemerintah, tetapi juga dapat dilaksanakan oleh pihak swasta. Jadi persoalannya bukanlah negeri versus swasta, melainkan kompetisi versus monopoli.

4. Pemerintahan yang digerakkan oleh misi : mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan 

Organisasi yang digerakkan oleh misi memberikan kebebasan kepada karyawannya dalam mencapai misi organisasi dengan metode paling  efektif yang dapat mereka temukan 
5. Pemerintahan yang berorientasi hasil : Membiayai hasil, bukan masukan 
Program birokratis adalah semua peraturan atau presedurnya sedikit sekali mencatat kejadian sebenarnya mengenai masyarakat yang dilayani. Kebiasaan ini harus dihapuskan, seharusnya mencatat hasil-hasilnya sehingga dapat membuang banyak prosedur yang rumit.
6.Pemerintahan yang berorientasi pelanggan :  memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi 
Orientasi pelayanan pemerintah sebaiknya pada apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan bukan berorientasi pada birokrasi. Misalnya membuat prosedur pelayanan yang orientasinya pada birokrasi. 
7.Pemerintaha Wirausaha. 
Orientasi pada menghasilkan ketimbang membelanjakan, yang artinya pemerintah dapat menciptakan sumber-sumber pendapatan baru dan tidak hanya berorientasi pada bagaimana menghabiskan uang. 
8. Pemerintah antisipatif 

mencegah lebih baik dari pada mengobati. Membentuk pemerintah yang selalu berorientasi pada masa yang akan datang, pemecahan masalah tidak berjangka pendek. 
9.Pemerintahan desentralisasi 
Birokrasi yang mempunyai kedekatan dengan masyarakat, mengurangi jalur birokrasi sehingga dapat mengurangi biaya tinggi. 

10.Pemerintahan yang berorientasi pada pasar 

· Reinventing Government suatu prinsip yang lahir atas tidak menghendaki peran pemerintahan yang kuat dan monopoli didalam dinamika kehidupan masyarakat. Posisi pemerintah disini hanya berperan sebagai menjembatani keinginan dari pada masyarakat. Program-program pemerintah diberikan kewenangan kepada masyarakat sehingga hal ini akan menimbulkan rasa memiliki dan tercapailah program yang diingini pemerintah tersebut. Dalam pemberian pelayanan pada masyarakat pemerintahan menciptakan  kompotisi layanan. Hal ini bukan pemerintahan monopoli tetapi diserahkan kepada pihak swasta dan bukan pula pemerintahan berkompotisi dengan pihak swasta tapi pihak swastalah yang berkompotisi dengan monopoli. Didalam suatu organisasi pihak karyawan diberikan kebebasan dalam menyampaikan misinya untuk tercapainya tujuan dari pada organisasi itu sendiri.
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